'e‘.

- - - --BUPATI SUMBAWA - -
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 27TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan

birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah

di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34

ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam

Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa

; Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

' Organisasi, Tugas dan Fungsi. serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah,;

b. bahwa  berdasarkan pertunbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
o Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam' Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); \._

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal {Lembaran Negara Republik Indonésia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah
diubah terakhir = dengan  Undang-Undang. Nomor .1 1
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara.;
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan A

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

[l Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

\( 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan ~Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 657 3);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi. Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 teritang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Nemenklatur Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1906); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, XKXodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 523);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomeor 546);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 885);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan



Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa
{Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 67), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
a. DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas.
b. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a membawahi:
1. 1 (satu) sekretariat; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1
membawahi:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
huruf b angka 2 terdiri atas :

1. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan
Fungsional Penanaman Modal: dan
2. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan
Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Pasal 8 dihapus.
X

3. Pasal 9 dihapus.
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9.

Pasal 12 dihapus.
Pasal 13 dihapus.
Pasal 14 dihapus.
Pasal 15 dihapus.
Pasal 16 dihapus.
Pasal 17 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal,
menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum,
rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman
modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun
wilayah,;

pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan
penanaman modal lingkup daerah;

pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup
daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui
penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan
daya saing penanaman modal lingkup daerah;

penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi
penanaman modal lingkup daerah;

perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan
luar negeri;

penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman
modal;

pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal
berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan
penanaman modal, dan pendampingan hukum,;

pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan
penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan
peraturan perundang-undangan;

pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem
informasi penanaman modal;

pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat
daerah  teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan
pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah
berdasarkan sektor usaha; dan

penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim,
promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan
dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi
informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketetntuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan
pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
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11.

12.

13.

c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan
pengadministrasian  pelayanan perizinan berusaha dan
nonperizinan;

d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi,
pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;

e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan perizinan dan nonperizinan;

f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan
nonperizinan;

g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan
perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan
berusaha dan nonperizinan; dan

h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan
masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada
masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan
nonperizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya berdasarkan kebutuhan,
menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau
setara dengan eselon IIb.

(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrasi atau setara
eselon Illa.

(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau setara eselon
IVa.

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 24
(1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas :



a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya,
maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas.

(3) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan
tugasnya, maka dapat diwakili oleh Koordinator Jabatan
Fungsional dalam lingkungan Dinas dengan memperhatikan
senioritas kepangkatan.

14. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal , 16 papruari 2022
[ BUPATI SUYBAWA,

\(«f, MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 46 pebruari 2022
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAWN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 27
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